BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Seksi Pengelola Sarana
Transportasi Dinas Perhubungan Kota Semarang maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Seksi Pengelola Sarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota
Semarang mempunyai 2 fasilitas untuk pelayanan pengujian
kendaraan bermotor yaitu melalui loket dan melalui drive thru.
Fasilitas pelayanan melalui loket digunakan untuk pemohon yang
melakukan uji kendaraan baru, rubah bentuk, mutasi masuk dan
keluar, numpang uji masuk dan keluar. Fasilitas drive thru
digunakan untuk pemohon yang melakukan uji berkala.

2. Proses administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Seksi
Pengelola Sarana Transprtasi Dinas Perhubungan Kota Semarang
belum berjalan optimal, hal ini diindikasikan dari beberapa hal
sebagai berikut :

a. Alur administrasi dokumen uji kendaraan baru, rubah bentuk
dan mutasi masuk yang tidak searah atau bobal-balik
sehinggga mengakibatkan proses penyelesaian administrasi
yang terlalu lama dan tidak optimal.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga terjadinya
perangkapan tugas atau pekerjaan pada petugas pengisi kartu
induk sehingga tugas atau pekerjaan yang dikerjakan hasilnya
menjadi tidak maksimal.

c. Pada proses pengisian Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP)
masih manual dan belum menggunakan computerize. Hal ini
disebabkan karena form LHP dengan computerize belum
dibuat.
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B. Saran

d. Kartu induk yang belum sesuai warna masing-masing
kendaraan bermotor wajib uji

e. Penataan dan penyimpanan kartu induk yang belum tertata
dengan rapi dan baik sehingga menyusahkan petugas dalam
mencari kartu induk dan mengakibatkan waktu yang tidak

efisien

3. Kondisi ini menyebabkan kinerja pelayanan pada pengujian

kendaraan bermotor di Seksi Pengelola Sarana Transportasi Dinas
Perhubungan Kota Semarang menjadi rendah, hal ini berdampak
pada tujuan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di
Indonesia yang salah satunya adalah memberikan pelayanan
umum kepada masyarakat dibidang pengujian kendaraan

bermotor.

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem
pelayanan administrasi di Seksi Pengelola Sarana Transportasi
Jalan. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan
yaitu:
a. Mendirikan loket khusus untuk informasi mengenai sistem
pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
b. Menyebarkan leaflet (brosur) kepada masyarakat;
c. Memasang spanduk atau baner di tempat-tempat yang
mudah dilihat masyarakat;
d. Penyebaran informasi melalui media elektronik; dan
€. Penyebaran informasi melalui media cetak.
Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengujian kendaraan
bermotor yang baik, perlu dilakukan optimalisasai pada proses
administrasi pengujian kendaraan bermotor di Seksi Pengelola
Sarana Transportasi Dinas Perhubungan. Adapun konsep

optimalisasi dimaksud adalah sebagai berikut :
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a. Perubahan alur administrasi dokumen uji kendaraan baru,
rubah bentuk dan mutasi masuk agar proses penyelesaian
administrasi lebih efisien dan optimal

b. Penambahan sumber daya manusia sebagai petugas
administrasi dan pembagian tugas pada masing-masing
petugas administrasi yang jelas,sehingga setiap petugas
tahu akan tugasnya masing-masing dan setelah dilakukan
pembagian tugas yang jelas pada petugas administrasi,tidak
terjadi tumpang tindih pekerjaan. Pembagian tugas sesuai
bidangnya,sehingga petugas dapat menjalankan tugasnya
dengan baik.

c. Penulisan Lembar Hasil Pemeriksaan yang masih manual
perlu adanya perubahan dengan menggunakan computerize
agar tulisan mudah dibaca, rapi dan waktu yang digunakan
lebih efisien.

d. Perlu adanya perbedaan warna dalam kartu induk sesuai
dengan jenis kendaraan agar memudahkan dan
mempercepat dalam penataan serta pencarian saat kartu
induk dibutuhkan

e. Penataan dan penggolongan penyimpanan Kkartu induk
menggunakan sistem kearsipan tanggal atau waktu agar
tertata dengan baik dan rapi selain itu pegawai dibagian staf
administrasi akan dimudahkan dalam pencarian kartu induk
saat dibutuhkan dan pengefisienan waktu yang diperlukan.

3. Untuk meningkatkan kondisi kinerja pelayanan pada pengujian
kendaraan bermotor di Seksi Pengelola Sarana Transportasi Dinas
Perhubungan Kota Semarang yaitu dengan merubah tata loket
pengambilan hasil uji drive thru dengan mendirikan loket khusus
sehingga pemilik kendaraan hanya menunggu hasil uji di

kendaraannya.
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